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Abstrak 

Dokter penanggung jawab pasien (DPJP) mengalami kendala pada banyaknya pasien yang harus 

ditangani, pemahaman tentang INA CBG’s dan penulisan kode diagnosis sesuai ICD-10. 

Verifikator melakukan verifikasi kode diagnosis sesuai dengan sistem INA CBG’s. Penelitian ini 

bertujuan menjelaskan bagaimana terjadinya perbedaan koding diagnosis antara DPJP dan 

verifikator BPJS. Metode pengumpulan data kualitatif menggunakan informan utama sebanyak 3 

orang yaitu 1 orang DPJP dan 2 orang verifikator. Untuk informan triangulasi sebanyak 3 orang 

yaitu 1 orang Kabid. Pelayanan Medis dan 2 orang koder rumah sakit. Data yang diambil meliputi 

data dokter tentang pengetahuan, sikap dan praktek yang dilakukan dengan metode wawancara 

mendalam. Analisis data digunakan dengan analisis isi. Hasil penelitian ini adalah manajemen 

rumah sakit tidak menyiapkan fasilitas dalam penulisan kode diagnosa untuk Dokter Penanggung 

Jawab Pasien (DPJP) sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman DPJP tentang sistem INA 

CBG’s, tidak adanya intervensi dari manajemen rumah sakit menimbulkan ketidakpedulian DPJP 

dalam penulisan kode diagnosa sehingga mengakibatkan rumah sakit mengalami kerugian dalam 

pengklaiman BPJS namun rumah sakit terus aktif karena mendapatkan suntikan dana dari 

pemerintah, keterbatasan waktu yang dimiliki dokter menimbulkan hambatan dalam pengodean 

diagnosis. Saran peneliti meliputi melengkapi fasilitas dalam mendukung penulisan kode diagnosa, 

adanya intervensi manajemen kepada DPJP untuk melengkapi penulisan kode diagnosis, adanya 

standar operasional prosedur dan clinical pathway dalam pengodean. 

Kata Kunci : INA CBG’s, ICD 10, Pengetahuan, Sikap dan Praktek 

 

 

Abstract 

The patient's physician in charge (DPJP) experiences constraints on the number of patients that 

must be treated, understanding of INA CBG's and writing a diagnosis code according to ICD-10. 

The verifier verifies the diagnosis code according to the INA CBG system. This study aims to 

explain how differences in diagnosis coding occur between DPJP and BPJS verifiers. The 

qualitative data collection method uses 3 main informants, namely 1 DPJP and 2 verifiers. For 

triangulation informants as many as 3 people, namely 1 Kabid. Medical Services and 2 hospital 

administrators. The data taken includes the doctor's data about knowledge, attitudes and practices 

carried out by in-depth interview methods.  Data analysis is used with content analysis. The results 

of this study are hospital management does not prepare facilities in writing diagnostic codes for 

Patient Responsible Doctors (DPJP), which causes a lack of understanding of DPJP about INA 

CBG's system, the absence of intervention from hospital management raises DPJP's indifference in 

writing diagnostic codes resulting in hospitals experiencing losses in claiming BPJS  but the 
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hospital continues to be active because of getting an injection of funds from the government, the 

limited time that doctors have poses obstacles in coding the diagnosis. Researcher's suggestions 

include completing facilities in support of writing diagnostic codes, the existence of management 

intervention to the DPJP to complete writing diagnostic codes, the existence of standard 

operational procedures and clinical pathways in coding. 

Keywords: INA CBG’s, ICD 10, Knowledge, Attitude and Practice 

 

PENDAHULUAN 

Penerapan sistem INA CBG’s  

dilakukan untuk megelompokkan 

diagnosis berdasarkan grouping (1). 

Dimana sistem ini berbasis pada data 

costing dan koding penyakit yang 

mengacu pada International 

Classification of Diseases (ICD) yang 

disusun WHO dengan acuan ICD-10 

untuk diagnosis dan ICD-9-Clinical 

Modifications untuk tindakan/prosedur 

(2). Sistem INA CBG’s ini masih awam 

bagi para dokter, hal ini disebabkan karena 

ketidakpatuhan dokter dalam menentukan 

case grup nya walaupun sudah terpapar 

dengan pelatihan dan sosialisasi mengenai 

sistem INA CBG’s. Selain itu kesibukan 

dokter dalam menangani pasien yang 

banyak dengan bertempat praktek di tiga 

rumah sakit juga mempengaruhi kebiasaan 

dokter dalam menentukan kode diagnosis 

yang tidak sesuai sistem INA CBG’s. 

Kebiasaan tidak mematuhi ketentuan 

koding diagnosis sesuai INA CBG’s ini 

tidak secara langsung merugikan dokter 

karena tidak adanya sanksi yang tegas dari 

rumah sakit atas kesalahan dokter (3). 

Terdapat kesesuaian kasus dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Retno Dwi 

Vika Ayu dan Diah Ernawati (2012) yang 

berjudul “Tinjauan Penulisan Diagnosis 

Utama dan Ketepatan Kode ICD-10 pada 

pasien di RSUD Kota Semarang Triwulan 

I Tahun 2012” dengan hasil penelitian 

menunjukkan dari total sampel sejumlah 

93 dokumen rekam medis (DRM), jumlah 

kode diagnosis utama yang tepat 78 DRM 

(83,87%) dan jumlah kode diagnosis utama 

yang tidak tepat sebesar 15 DRM (16,13%) 

rawat inap tahun 2012 triwulan I. Dari 

penelitian ini perbedaan koding diagnosis  

menurut  ICD 10 antara dokter dan BPJS 

terdapat pada kepatuhan dokter 

menentukan case group nya, diagnosis 

tidak lengkap dan tulisan dokter yang sulit 

di baca (3).  

Penelitian yang dilakukan oleh 

Rizki Oryza, Sri Sugiarti, dkk (2015) yang 

berjudul “Identifikasi Kelengkapan 

Informasi dan Keakuratan Kode Dokumen 

Rekam Medis terkait Penentuan Tarif  

Biaya Pasien BPJS di RSUD Pandan Arang 

Boyolali” dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa persentase pengisian 

administrasi informasi dokumen rekam 

medis dari aspek administrasi dan aspek 

medis berkisar 62,5% -78% (<100%) 

sehingga disimpulkan tidak lengkap. Untuk 

dokumen rekam medis dari aspek medis 

disebabkan karena kesibukan dokter dalam 

menjalani praktek sehari-hari sehingga hal 

ini mempengaruhi kelengkapan 

administrasi rekam medis yang belum 

sesuai dengan standar kelengkapan 

pengisian rekam medis rumah sakit, 

sedangkan menurut Kepmenkes RI 

No.129/MEKES/SK/II/2008 bahwa dalam 

pengisian rekam medis harus 100% terisi 

(4). Begitu juga dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Viva Maiga MN, Anis 

Ansyori, Tuti Hariyanto (2014), yang 

berjudul “Peran Pengetahuan dan Sikap 

Dokter Dalam Ketepatan Koding Diagnosis 

Berdasarkan ICD 10” dengan hasil 

penelitian  menunjukkan bahwa lemahnya 

pengetahuan, pemahaman dan sikap Dokter 

terhadap pentingnya akurasi koding 

diagnosis sesuai ICD 10 dalam manajemen 

di rumah sakit, meskipun sudah terpapar 

dengan pelatihan dan sosialisasi yang 

didukung dengan adanya prosedur standar 

(5).  

http://repository.unej.ac.id/
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http://repository.unej.ac.id/
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Hasil survey awal yang dilakukan 

peneliti dengan melakukan wawancara 

terhadap pihak manajemen rumah sakit 

(Kepala Bidang Pelayanan Medis), tanggal 

25 Januari tahun 2019 bahwa penerapan 

sistem INA CBG’s di rumah sakit  selama 

ini belum berjalan sepenuhnya hal ini 

diakibatkan kurang tegasnya rumah sakit 

dalam memberikan intervensi atas 

kesalahan yang dilakukan dokter, terutama 

mengenai kesibukan dokter dalam 

menangani pasien yang banyak dan yang 

berpraktek di tiga Rumah Sakit. Sehingga 

masih dijumpai adanya dokter yang 

memberikan terapi tidak sesuai diagnosis, 

hal ini  sangat berpeluang bagi dokter 

penyakit dalam yang sehari merawat pasien 

rawat inap sampai 40 pasien dan melayani 

pasien rawat jalan sehari mencapai 100-125 

pasien. Koding diagnosis oleh dokter 

penyakit dalam untuk pasien rawat jalan 

mencapai 98% persen yang disetujui oleh 

BPJS, dimana jumlah pasien rawat jalan 

sebanyak 3000 pasien setiap bulannya dan 

mengalami pending sebanyak 60-70 kasus 

(bulan Oktober - bulan Desember 2018). 

Sedangkan untuk pasien rawat inap 

penyakit dalam dijumpai banyak perbedaan 

koding diagnosis antara Dokter dan BPJS, 

dimana jumlah kasus sebanyak 350 pasien 

setiap bulannya (bulan Oktober - bulan 

Desember 2018) yang mengalami pending 

sebanyak 60-120 kasus (8,5%-15%) dari 

total jumlah pasien 700-800 pasien. 

Pending ini didominasi dengan diagnosis 

penyakit dalam diantaranya pneumonia, 

unstable angina pectoris dan demam tipoid 

terutama yang meningkatkan severety level 

khususnya severety level tiga. Hal ini 

disebabkankarena ketidaklengkapan berkas, 

koding yang tidak tepat, resume medis yang 

tidak lengkap dan tulisan dokter yang sulit 

di baca. (Rekam Medis RSUD dr. Zubir 

Mahmud). 
 

METODE 

Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

analisis isi dan menggunakan metode 

wawancara mendalam (indeep interview). 

Penelitian ini dilakukan di RSUD dr. 

Zubir Mahmud Kabupaten Aceh Timur. 

Informan pada penelitian ini adalah dokter 

penanggung jawab pasien, koder rumah sakit, 

manajemen (Kabid. pelayanan medis), 

verifikator BPJS yang seluruhnya berjumlah 6 

orang informan. Teknik pengumpulan data 

melalui wawancara mendalam (Indept 

Interview), dokumentasi dan observasi 

lapangan. 

 

HASIL 

Berdasarkan hasil wawancara yang 

peneliti lakukan menunjukkan manajemen 

rumah sakit tidak menyiapkan fasilitas dalam 

penulisan kode diagnosa untuk Dokter 

Penanggung Jawab Pasien (DPJP) sehingga 

menyebabkan kurangnya pemahaman DPJP 

tentang sistem INA CBG’s, tidak adanya 

intervensi dari manajemen rumah sakit 

menimbulkan ketidakpedulian DPJP dalam 

penulisan kode diagnosa sehingga 

mengakibatkan rumah sakit mengalami 

kerugian dalam pengklaiman BPJS namun 

rumah sakit terus aktif karena mendapatkan 

suntikan dana dari pemerintah, keterbatasan 

waktu yang dimiliki dokter menimbulkan 

hambatan dalam pengodean diagnosis. 
 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil wawancara dalam 

penelitian ini mengenai pengetahuan dokter 

menunjukkan dengan hasil masih kurangnya 

pemahaman tentang sistem INA CBG’s dalam 

penulisan koding diagnosis. Dimana dokter 

melakukan penulisan koding diagnosis yang 

dilakukan masih secara manual. Penulisan kode 

diagnosis ini berdasarkan gejala klinis yang 

dijumpai pada pasien yang ditangani walaupun 

selama ini dokter sudah terpapar dengan ICD-

10, sedangkan dari pihak Asuransi Kesehatan 

BPJS kode diagnosis harus sesuai dengan 

grouping INA CBG’s yang dihasilkan oleh 

aplikasi NCC E-Claim INA CBG’s.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang 

telah peneliti lakukan mengenai sikap DPJP 

menunjukkan kurang memperdulikan kode 

diagnosis sehingga berdampak pada hasil 

verifikasi verifikator BPJS sesuai grouping INA 

CBG’s berdasarkan ICD-10. Dengan 

banyaknya pasien yang dilayani menjadikan 

DPJP tidak melengkapi penulisan koding 

diagnosis dalam rekam medis, Salah satu faktor 
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yang menyebabkan dokter kurang 

memperpedulikan penulisan kode diagnosis 

adalah tidak ada intervensi dari pihak 

manajemen rumah sakit tentang penulisan kode 

diagnosis. Selain itu, meskipun rumah sakit 

mengalami kerugian dalam pengklaiman BPJS 

namun rumah sakit terus aktif karena 

mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. 

Berdasarkan hasil wawancara yang 

peneliti lakukan mengenai praktek dokter dalam 

penulisan kode diagnosis menunjukkan 

Keterbatasan waktu yang dimiliki dokter karena 

banyaknya pasien mengakibatkan kode 

diagnosis tidak sesuai INA CBG’s, sehingga 

menimbulkan hambatan terhadap koder dalam 

pengodean diantaranya: 1) Tidak adanya 

standar operasional prosedur dalam pengodean, 

2) Clinical pathway yang tidak dilampirkan 

oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien, 3) 

Ketidaklengkapan informasi dalam mendukung 

kode diagnosis. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian dapat disimpulkan bahwa 

manajemen rumah sakit tidak menyiapkan 

fasilitas dalam penulisan kode diagnosa untuk 

Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) 

sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman 

DPJP tentang sistem INA CBG’s. Diharapkan 

dapat melengkapi fasilitas dalam mendukung 

penulisan kode diagnose dan tidak adanya 

standar operasional prosedur dalam pengodean.  
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